
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264

Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com 
Provinsi Kalimantan Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/510.4/028/DPMPTSP-P.2/I/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN ( KB ) KB BINTANG SEJAHTERA DESA Maju Sejahtera
KECAMATAN Karang Bintang KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Satuan PAUD KB
KB  BINTANG  SEJAHTERA No.  ${izin_nosurat_permohonan}.
Tanggal 21 NOVEMBER 2023;

b. bahwa  berdasarkan  surat  rekomendasi  Dinas  Pendidikan  dan
Kebudayaan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  Nomor
B/421.1/18163/Disdik-UD.1/XI/2023 Tanggal  24  November
2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf  a  dan  huruf  b  perlu  menetapkan  Keputusan  Bupati
tentang Pemberian Izin Operasional  Satuan PAUD KB BINTANG
SEJAHTERA Desa  Maju  Sejahtera  Kecamatan  Karang  Bintang
Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan
Nepotisme,  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 1999
Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3851;

2. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan  Selatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem
Pendidikan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  perubahan
Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .



5. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar
Nasional  Pendidikan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah
Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2008  tentang  Wajib
Belajar (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008
Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4863);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5105) sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun 2010  tentang
Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Satu  Pintu  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014  tentang  Pendirian  Satuan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

14. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  Nomor  4  Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan  Kabupaten  Tanah  Bumbu  (Lembaran  Daerah
Kabupaten  Tanah  Bumbu  Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan
Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  Tahun  2008
Nomor 20);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor  20 Tahun
2011  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah
Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan  Susunan  Organisasi  Lembaga  Teknis  Daerah  Kabupaten
Tanah  Bumbu  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu
Tahun 2011 Nomor 20);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun
2018  tentang  Perubahan  atas   Peraturan  Daerah  Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018  Nomor 62);

17. Peraturan Bupati . . .

17. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Tanah Bumbu Nomor  29 Tahun
2016  tentang Kedudukan,  Tugas,  Fungsi  dan  Susunan
Organisasi Perangkat Daerah  (Berita  Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 29); 

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan  Kewenangan  Pengelolaan  dan  Penandatanganan
Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (Berita  Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : KEPUTUSAN  BUPATI  TENTANG  PEMBERIAN  IZIN  OPERASIONAL
SATUAN PAUD KB KB BINTANG SEJAHTERA DESA Maju Sejahtera
KECAMATAN Karang Bintang KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Pemberian Izin Operasional Satuan PAUD KB BINTANG SEJAHTERA
Desa Maju Sejahtera Kecamatan Karang Bintang  Kabupaten Tanah
Bumbu.

KEDUA  : Guna  kelengkapan  serta  mendukung  proses  kegiatan  belajar
mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-
hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga
pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu
diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,

2. Mempersiapkan tenaga  edukatif  yang  diperlukan sesuai  dengan
kurikulum yang berlaku,

3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai
kebutuhan.

KETIGA : Izin Operasional Satuan PAUD KB KB BINTANG SEJAHTERA berlaku
selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegiatannya
sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

KEEMPAT : Keputusan  ini  berlaku  mulai  tanggal  ditetapkan,  apabila  terdapat
keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : 10 Januari 2024
   AN. BUPATI TANAH BUMBU
               KEPALA,

   

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.
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PtrMERINTAH KABI,I}ATI]N TANAE BI'MBU
DIl{AS PENDIDIKAN PETIIUDA DAiI OLOAHRAGA

Kod. Ps 72?7 r rerp.trix : (05 r 3) 6076023 €mail disdikpoa tubu@yanoo.co id
w.bsirc disdikpor&hbu.oE

TDPUTUSAN (EPIIi,A DINAS PENDIDIMN PEMUDA DAN OI.AUMCA
KABUPATEN TANAII BOMBII

Nonor: 42r1lor, -PNF/D6drkpor,/2010

Tentang

PBRSETU'UAN PENDIRIAN
?INGI(q? SATUAN PENDIDI(AN ANAII USIA DIM (PAUD)

PROGRAM (ELOMPO( BERMAIN

Dim. Pendi.tikm Pemuda dan OlahBRa KabuDaten Tamh Bumbu,

1. Sunt Pernohonan (epala Tk Nomor : 421.I/07-Ol/Disdikpota/2o10
tanAg:l 05 ,anuari 2010 renhng pemoho.an izin pendirian PAUD, xB
BINTANG SEIAHIERA;

2. sumt Pengalrar Kspala UPK Karan8 Birtarg Nomor ; 421.1/o91,t(I/UPK-
yGlDisdikpoE/2o1o tanggal 06 ,anuari 2010 tenrans pe.serujuan izin
pendirian PAUD, ll3 BIITANG SDIAHTER*

a, Bah@ dalah .angka lerluasan akses dan pelayanan pendidikaD ltepada
nasyamkat serta nendukung pelakanaan P.ognm PAUD dari usia 2 s/d 4
tahtn, maka perlu didirikan unit.u.it Lembasa PAUD barui

b. bahwa berdasarlc. pertimbansan sebasaihana dinaksud dalam
koDsideran huruf a tersebut di atas p€rlu ditetapbn de.Ban surat
keputusan (epala Dinas Pendidik n Pemuda dan Olahraga kbupaten

1- Undang-rhdans Dasar 1945.
2, Undang-udang Nomor 20 Tahun 2003 rentang Sistem Pendidikan

3, Undang-undangNomor 23 Tahun 2002 tehtangPerlindungan Anak,
4, UndanS-undang Nono. 4 Tahun 1974 tentang Kesgahteman Anat.
5- Undatrs-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pehbansuhan

J gka Panjang Nasional Tahun 2004'2025-
6. Pemturan Peherintah No. 19 Tahun 2005 tenra* Sr dar Nssional

7, Peratum. Me.teri Pendidikan Nasional No.58 Tahu.2009 tentangStandar
Pendidikan Anak Usia Di.i.

L Perarumn Meffen Pendidikan N6ional No 31 Tahun 2007 tentang
Orsanisasi dan Tata Keia Direlrb.at iende.al Pendidikan Nonlomal da.

MEMUTUSI'AN:

Persetujuan Pendinan ultuk PAUD (TK,XB,TPA dan SPSI Negeri/swasta di
Krbupaten Tanah Eunbu sebagaimana tercantun dalam lampiran Slrat



KEDIIA Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD (TKKB,TPA
dan SPSI Neseri/swasta tersebut naka perlu nehpeGiapkd hal-hal be.ikut :

1. Keperluan / kelengbpan samna prasaEna ylns diperlukan dalam proses
pendidikar perlu henyiapkan tempat dan APE,

2. Menpe.siapkan tenaBa edukatif yang diperlukan s6uai denga! kurikulub
yang berlaku dan peny,apan Kade. serta pelatihan Kaderj

3. Menyiapk h administnsi i(elompo& (eria dah pembiayaan kesi.tan di PAUD
(TKKB,TPA dan sPs) Negeri/swasta rersebutj

Sesala bia,€ ,a!g Embul akibat dikeluekannya Keputusan ini akan dibebanL
kepada Lembaga PAUD atau Badan Pengelola yang bersangkura.;

(eputusan ini berlalt sejak tansaal ditetapkan deDgEn ketenruan, apahila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan int haka akan diperbaiki
sebagaimana bestinya ;

KETIGA

KEEMPAT

Diteb.kndi Bahni.i,

NIP, 19581204198703 1 004
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IAMPIMN ; (EPUTUSAN (EPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDADAN OLAHRACA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 427.U o11 PNF/Disdikpo.a/2010

DAFIAR LEMBAGA YANC DIBERI PERSETUIUAN PENDIRIAN

lr. Poros rnBhrSEli nT.03 RW.02

Ditetapkan di Batulicin

NIP. 195AUO4 19a703 1 004


